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GUBERNUR SULAWES! TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWES! TENGGARA

 NOMOR : 54 TAHUN 2009
~  TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWES| TENGGARA
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN
PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI| TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

' GUBERNUR SULAWES! TENGGARA,

bahwa Standansasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah yang tetah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 22
Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan

Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara masih - berpedoman - pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

2006,  sehingga perlu disesuaikin dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang

-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam - Negeri
-Nomor.7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan

Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 22
Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara;
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Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat

"] Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
-Undang  Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
" pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-
‘Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan-

Tenggara - (Lembaran ~Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor =55, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3830);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844); |
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

“Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2967);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

- pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4737);
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang

‘Pedom‘an Pelaksanaan = Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa Kali,

‘terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85
- Tahun 2006;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

~Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang

- 10..
. -9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
1.

Standarisasi ~ Sarana  dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor

Prasarana Kerja

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor

2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang

menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Sulawesi Tenggara;

12.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara; '
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13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sutawesi Tenggara Nomor
5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

. dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi

. Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWES! TENGGARA NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISAS] SARANA
DAN PRASARANA KERJA PEMER!NTAHAN DAERAH
PROVINS! SULAWES' TENGGARA.

Pasal |

Ketentuan Lampiran Pasal 17 IV B Kendaraan Dinas
Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dalam Peraturan Gubernur
Sulawesi Tenggara Nomor 22 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

8. Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan.

g
1

4

Jenis Kapas1tas!I51
No Jabatan Jumlah Silinder
: . Kendaraan {maksimal)
Ketua DPRD .
1 Provinsi | 1 (satu) unit| Sedan atau Jeep 2.700 cc
Wakil Ketua DPRD . e
2| provinsi e }1}}}}(sa}tu) unit [Sedan atau Mmjbus - 2.500 cc
3 |Pejabat Eselon | 1 (satu) unit{ Sedan atau Jeep 2.700 cc
Sedan atau
4 |Pejabat Eselon 11 {1 (satu) umt (bensin). 2.000 cc
- Minibus (solar). 2.500 cc
Minibus
5 |Pejabat Eselon 1l |1 (satu) unit| ~ (bensin). 1.600 cc
- Minibus (solar). 2.500cc_ |
Pejabat Eselon tV .
6 dan Eselon V 1 (satu) unit| Sepeda Motor 200 cc
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Pasal Il
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahmnya memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Be
Provinsi Sutawesi Tenggara. y rita Daerah

Ditetabkan di  Kendari
~Padatanggal 3 - 8 - 2009

(PARAE b “GUBERNUR s@wm TENGGARA
..&U‘*!Lé_:_; o o }
LAjass . m . - ' M\N\/
| F%" buw Huk ﬁm -
N u T H.NUR ALAM

Diundangkan di Kendan
Padatanggal 3 - 8 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINS|
SULAWES! TENGGARA,
H. ZAINAL ABIDIN,

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR : 54
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